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ABSTRAK

Pina Miranda. 2019. “Transparansi Penggunaan Dana Desa di Nagari
Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir
Selatan”.

Desa merupakan pemerintahan terendah yang memiliki kewenangan dalam
penyelenggaraan pemerintahan administratif dan pengelolaan keuangan desa.
Namun di Nagari Talaok pengelolaan keuangan desa masih dipertanyakan oleh
masyarakatnya. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan transparansi
penggunaan dana desa di Nagari Talaok Kecamatan Bayang Pesisir Selatan dan
mengidentifikasi kendala-kendala yang dialami pemerintahan Nagari Talaok
dalam transparansi penggunaan anggaran dana desa di Nagari Talaok Kecamatan
Bayang Pesisir Selatan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Informan penelitian
ditentukan secara purpose sampling dan snowball sampling. Pengumpulan data
dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan
data dengan teknik trianggulasi sumber. Teknik analisis data kualitatif dilakukan
dengan tahapan-tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan
verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi penggunaan dana desa
tahun 2018 di Nagari Talaok sudah lebih baik dibandingkan tahun 2017.
Disamping itu dalam prosesnya sudah melibatkan masyarakat namun tingkat
partisipasi masyarakatnya masih rendah. Kendala-kendala yang dialami
pemerintahan Nagari Talaok dalam transparansi penggunaan dana desa Yaitu
dalam musyawarah tingkat partisipasi masyarakat masih rendah, aparatur nagari
dalam menjalankan fungsinya berjalan dengan baik tetapi kurang optimal karena
Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum siap dalam hal penggunaan teknologi,
dan keterbatasan media dalam pelaporan penggunaan dana desa.

Kata kunci: Transpraransi, Dana Desa, Nagari Talaok
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Desa merupakan pemerintahan terendah yang memiliki kewenangan dalam
penyelenggaraan pemerintahan administratif dan pengelolaan keuangan desa.
Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
dinyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014
tentang Desa ini memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap
pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa, karena desa tidak lagi menjadi
bagian dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Untuk menjalankan pemerintahan desa tentunya membutuhkan biaya yang
cukup besar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 72
dinyatakan bahwa sumber keuangan desa terdiri dari : (a) Pendapatan asli Desa
terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan
lain-lain pendapatan asli Desa, (b) alokasi APBN, (c) bagian dari hasil pajak
daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, (d) alokasi dana Desa yang
merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, (e)

bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, (f) Hibah dan



sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan (g) Lain-lain pendapatan
Desa yang sah.

Terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 pemerintah
memiliki komitmen yang kuat yang dibuktikan dengan distribusi Anggaran Dana
Desa dari pemerintah pusat kepada daerah. Pada tahun 2017 pemerintahan pusat
menganggarkan dana sebanyak Rp. 60.000.000.000 untuk 74.954 Desa yang ada
di seluruh wilayah Indonesia. Dari total anggaran yang telah tersedia, rata-rata
setiap Desa di Indonesia akan memperoleh dana sebanyak Rp. 720.442.000,00
untuk kegiatan pembangunan yang harus dilakukan pemerintahan Desa, baik
pembangunan fisik maupun non fisik.

Terkait dengan besarnya anggaran yang diterima oleh pemerintahan Desa,
maka pemerintah pusat mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pengelolaan
keuangan pemerintah desa melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 ayat (6) yang menjelaskan
bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
keungan desa. Hal ini dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun anggaran yaitu
mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa ini
dilaksanakan berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan
disiplin anggaran.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan regulasi terkait dengan

pengelolaan dana desa, namun berbagai persoalan tetap juga terjadi. Permasalahan



itu ditemukan dalam kajian yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Berdasarkan hasil analisis observasi yang dilakukan KPK terdapat 14 potensi
masalah pengelolaan dana desa. Potensi masalah dalam kajian ini terbagi ke dalam
4 bagian yakni potensi masalah dalam regulasi dan kelembagaan, tata laksana,
pengawasan, dan sumber daya manusia. Tujuan KPK melakukan kajian ini untuk
melihat pemetaan dan analisis terhadap kelemahan sistem administrasi yang
berisiko menimbulkan fraud dan korupsi dalam pengelolaan keuangan Desa
khususnya dalam pengelolaan dana desa dan Alokasi Dana Desa.

Kepolisian Negara Republik Indonesia menemukan 214 Kkasus
penyalahgunaan dana desa yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp. 46
Milyar dari tahun 2012 hingga 2017. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tito
Karnavian menyatakan berbagai kasus penyalahgunaan dana desa yang ditemukan
antara lain : penggelapan, pemotongan anggaran hingga pembuatan laporan fiktif.
Berbagai kasus ini membuat penyaluran dana desa menjadi tidak sesuai dengan
tujuan dan menjadi tidak bermanfaat dalam mengubah kondisi Desa

(https://cnnindonesia.com/nasional).

Masalah lain yang muncul terkait dengan pengelolaan keuangan desa yaitu
rendahnya wujud transparansi penggunaan anggaran dana desa dari sisi kebijakan,
keuangan, dan pelayanan administratif. Menurut Mardiasmo (2004:30)
transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijaksanaan-
kebijaksanaan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh

masyarakat. Seluruh kebijakan desa umumnnya dirumuskan oleh elit desa tanpa


https://cnnindonesia.com/nasional

melalui proses belajar dan partisipasi yang memadai dan kebiasaan bagi-bagi
jatah. Mengingat besarnya anggaran yang diberikan sesuai dengan amanat UU No.
6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga dengan adanya anggaran besar ini, sangat
rawan untuk diselewengkan oleh perangkat-perangkat desa. Lembaga Badan
Permusyawaratan Desa sebagai pengawas di desa juga hanya menjadi lembaga
formalitas saja, tanpa memiliki progres yang mengembirakan. Seharusnya, BPD
sebagai mitra kerja desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus maksimal.
(Igsan, 2016:231)

Pemerintahan Desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dalam
pengelolaan keuangan Desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Bentuk pertanggungjawaban yang bisa
dilakukan aparatur pemerintah desa kepada masyarakat yaitu menyusun kerangka
regulasi yang menjamin wujud transparansi pemerintahan desa kepada
masyarakat. Membuat laporan dokumen kegiatan pengelolaan keuangan desa
secara jelas dan lengkap. Laporan kegiatan yang telah disusun wajib di
informasikan kepada masyarakat secara terbuka.

Azas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah azas
yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang
benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah
dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan

rahasia negara.Penerapan azas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan



daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai
informasi. Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat
diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang telah diambil oleh
pemerintah. Dan melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan masyarakat
juga dapat memberikan umpan balik atau feedback atau masukan-masukan
terhadap kebijakan tersebut.

Sumatera Barat merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang memiliki 928 Desa dari 19 daerah Kabupaten/Kota. Istilah desa di
provinsi Sumatera Barat disebut dengan nama nagari. Dalam Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Nagari pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa Nagari adalah kesatuan
masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi
Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam
wilayah provinsi Sumatera Barat.

Pesisir Selatan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi
Sumatera Barat yang memiliki pembagian wilayah administraif sebanyak 15
kecamatan dan 182 desa (nagari). Salah satu nagari yang memiliki otoritas untuk
menyelenggarakan pemerintahan desa yaitu Nagari Talaok yang terletak di

Kecamatan Bayang.



Setiap desa (nagari) tentunya memiliki anggaran pendapatan masing-masing.
Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa pemerintahan Nagari
Talaok pada tahun anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa Pemerintahan Nagari Talaok

Tahun Anggaran 2018

No Uraian Anggaran (Rp)
1 PENDAPATAN DESA
1.2 | Pendapatan Transfer 1.491.834.700,00
1.2.1 | Dana Desa 966.903.000,00
1.2.2 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 22.735.600,00
1.2.3 | Alokasi Dana Desa 502.196.100,00
JUMLAH PENDAPATAN DESA 1.491.834.700,00
2 BELANJA DESA
2.1 | Belanja Desa 1.633.213.850,81
2.1.1 | Belanja Pegawai 340.848.030,96
2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa 339.586.800,00
2.1.3 | Belanja Modal 952.779.019,85
JUMLAH BELANJA DESA 1.633.213.850,81
SURPLUS/(DEFISIT) (141.379.150,81)
3 PEMBIAYAAN DESA
3.1 | Penerimaan Pembiayaan 166.379.150,81
3.1.1 | Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya 166.379.150,81
3.2 | Pengeluaran Pembiayaan 25.000.000,00
3.2.2 | Penyertaan Modal Desa 25.000.000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN DESA 141.379.150,81
SISA LEBIH/(KURANG) 0,00
PERHITUNGAN ANGGARAN

Sumber: Kantor Wali Nagari Talaok Kec. Bayang Tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas, maka dapat diketahui bahwa jumlah
jumlah pendapatan desa Nagari Talaok tahun 2018 sebanyak Rp 1.491.834.700,00
dengan rinciannya yaitu Dana Desa berasal dari APBN sebanyak Rp

966.903.000,00, dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp 22.735.600,00



dan alokasi dana desa yang berasal dari APBD kabupaten Pesisir Selatan yaitu
sebanyak Rp 502.196.100,00. Sedangkan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh
nagari Talaok yaitu sebanyak Rp 1.633.213.850,81 yang terdiri dari belanja
pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Anggaran Pendapatan dan
Belanja (APB) Desa Pemerintahan Nagari Talaok Tahun Anggaran 2018
mengalami defisit sebanyak Rp 141.379.150,81. Karena jumlah belanja desa
tahun 2018 lebih besar dibandingkan dengan jumlah pendapatannya. Untuk
menutupi defisit tersebut maka digunakanlah sisa lebih anggaran tahun 2017.

Dengan adanya dana yang langsung mengucur ke nagari untuk proses
pembangunan daerah, pro dan kontra dari berbagai kalanganpun mewarnai
implementasi kebijakan dana desa ini. Pemerintah nagari kini mempunyai otonomi
melakukan pembangunan lebih cepat di nagarinya sesuai yang dibutuhkan untuk
kemajuan nagari dan masyarakatnya. Oleh karena itu, siap atau tidak siap
perangkat nagari harus mau untuk mengelola dana desa tersebut dengan
transparan. Seluruh dana yang diterima dan dikeluarkan pemerintah Nagari Talaok
ini tentunya harus dipertanggungjawabkan melalui rincian laporan keuangan
Nagari kepada pemerintah pusat, daerah maupun masyarakat, sebagai wujud
transparansi mereka dalam mengelola keuangan desa. Instrumen dasar dari
transparansi adalah peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi
tersebut.

Namun informasi yang peneliti peroleh bahwa masyarakat kurang

diikutsertakan dalam memberikan saran tentang program kegiatan dana desa.



Selain itu, peneliti juga melihat adanya indikasi yang menyatakan sikap
pemerintahan Nagari Talaok menutup akses informasi bagi masyarakat untuk
mengetahui laporan pertangungjawaban pemerintahan Nagari dan laporan
penggunaan keuangan Nagari. Padahal masyarakat berhak mengetahui tentang
pengelolaan dan penggunaan anggaran dana tersebut melalui laporan Kinerja
pemerintahan nagari.

Upaya mengukur tingkat transparansi keuangan negara yang dikelola oleh
pemerintah dapat dilakukan melalui berbagai cara. Diantaranya dapat dilakukan
dengan melihat ketersedian dan aksesibilitas dokumen yang ada di pemerintah
nagari untuk diketahui oleh masyarakat. Ketersedian aksesibilitas dokumen
merangkum seluruh laporan kegiatan yang telah dilakukan dalam satu tahun
anggaran. Dokumen tersebut biasanya tersusun dalam bentuk laporan tertulis yang
telah disusun oleh pemerintahan Nagari sebagai pihak eksekutor yang
menjalankan roda pemerintahan dan agenda pembangunan. Di Nagari Talaok
laporan kinerja penggunaan anggaran tetap dibuat, namun tidak dipublikasikan
kepada masyarakat secara terbuka. Indikasi inilah yang menimbulkan kecurigaan
masyarakat terhadap Wali Nagari sebagai pemimpin.

Laporan penggunaan anggaran yang telah disusun seharusnya dipublikasikan
kepada masyarakat, sebagai wujud transparansi pemerintah. Informasi ini penting
dilakukan kepada masyarakat, agar kejelasan penggunaan anggaran dana yang
telah dipakai dapat dipertanggungjawabkan. Namun berdasarkan wawancara awal

dengan bapak Nurdin salah satu masyarakat Talaok mengatakan bahwa



pemerintahan Nagari Talaok kurang memberikan akses informasi transparansi
dana desa yang seharusnya diperoleh masyarakat secara terbuka. Padahal kejelasan
informasi menjadi salah variabel penting dalam mewujudkan transparansi
penggunaan anggaran. Ini adalah salah satu variabeldalam mengukur tingkat
transparansi keuangan negara yang dalam hal ini mungkin saja tidak dilakukan
oleh Nagari Talaok, karena masih ada masyarakat yang tidak memperoleh
informasi tersebut.

Selanjutnya keterbukaan proses penggunaan anggaran terhadap pos-pos
kegiatan pada setiap item pembangunan menjadi hal penting yang seharusnya
dilakukan, karena posisi masyarakat tidak hanya sebagai pihak yang menikmati
program pemerintah, namun juga menjadi pengawas dalam pelaksanaan program
kegiatan. Dalam pengamatan peneliti, masyarakat Nagari Talaok kurang dilibatkan
didalam proses formulasi kegiatan. Selama ini mereka hanya mengetahui hasil dari
pelaksanaan program kegiatan, tanpa mengetahui bagaimana pengelolaan, jumlah
anggaran yang digunakan dan informasi lain yang seharusnya berhak mereka
ketahui.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuni Hastuti tahun
2017 dalam skripsinya yang berjudul “Pengetahuan dan Peran Serta Masyarakat
dalam Merencanakan Penggunaan Dana Desa di Kenagarian Lubuk Besar
Kabupaten Dharmasraya” menyatakan bahwa pengetahuan masyarakat masih
kurang baik karena rencana pembangunan, jumlah dan kegunaan dana hanya

diketahui oleh sebagian masyarakat. keterlibatan masyarakat dalam penggunaan
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anggaran Nagari masih rendah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu masyarakat
hanya diajak untuk merancang pembangunan saja namun setelah Dana Desa cair
masyarakat tidak diacuhkan lagi, banyak masyarakat salah paham dengan
pemimpin, masyarakat merasa tidak didengarkan oleh Perangkat Nagari,
kurangnya minat dan kesadaran masyarakat untuk ikut Musrembang, masyarakat
sudah percaya dengan perangkat nagari untuk menyusun APBDes, SDM yang
masih rendah sehingga hanya memikirkan pribadi saja, dan Kurang pehaman
masyarakat tentang fungsi  Musrembang. Upaya yang sudah dilaksanakan
pemerintah Nagari yaitu mengajak dan mengundang masyarakat untuk ikut serta
dalam Musrembang.

Terjadinya berbagai persoalan di atas dan juga dialami oleh Nagari Talaok
dalam penggunaan anggaran dana desa sehingga menimbulkan berbagai macam
kecurigaan oleh masyarakat. Namun disisi lain laporan yang telah disusun oleh
pemerintahan Nagari Talaok dapat diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa Kabupaten Pesisir Selatan secara sah. Menanggapi hal ini, maka muncul rasa
keingintahuan peneliti untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang bagaimana
upaya yang dilakukan pemerintahan Nagari Talaok dalam mewujudkan
Transparansi penggunaan Anggaran Dana Desa dan Apa saja kendala-kendala
yang dialami pemerintahan Nagari Talaok dalam menggunakan anggara Dana
Desa. Hal inilah yang akan dicari tau secara lebih dalam melalui penelitian yang
akan dilakukan peneliti tentang “Transparansi Penggunaan Anggaran Dana

Desa Nagari Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan”
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B. Identifikasi Masalah
Dari uraian latar belakang di atas, maka pemasalahan dalam penelitian ini
dapat di identifikasi menjadi beberapa hal, diantaranya:

1. Dana desa merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat kepada desa
(nagari) agar dapat merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan di
desa atau nagarinya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah desa atau nagari harus
dapat mengelola dana desa dengan baik dan mempertanggungjawabkannya
dengan benar.

2. Aparatur pemerintah nagari dituntut untuk memiliki tanggung jawab besar
karena pemberian dana desa yang begitu besar pula.

3. Begitu besar peran yang dilimpahkan kepada perangkat nagari, tentu diikuti
pula dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah
nagari harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas karena akhir dari semua
kegiatan penyelenggaraan pemerintah nagari harus dipertanggungjawabkan
kepada pemerintah pusat, daerah dan masyarakat.

4. Masyarakat kurang diikutsertakan dalam memberikan saran tentang program
kegiatan dana desa.

5. Adanya indikasi masyarakat yang menyatakan sikap pemerintahan Nagari
Talaok menutup akses informasi bagi masyarakat untuk mengetahui laporan
pertangung jawaban pemerintahan nagari dan laporan penggunaan keuangan

nagari.
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C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka pembatasan masalah dalam
penelitian ini adalah “Transparansi Penggunaan Dana Desa Nagari Talaok

Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan”.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dibuat
rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah transparansi penggunaan dana desa di Nagari Talaok Kecamatan
Bayang Pesisir Selatan?

2. Apa saja kendala-kendala yang dialami pemerintahan Nagari Talaok dalam
transparansi penggunaan anggaran dana desa di Nagari Talaok Kecamatan
Bayang Pesisir Selatan?

E. Tujuan Penelitian
Setiap penelitian tentunya pasti memiliki tujuan yang akan dicapai. Dari
rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini
adalah:

1. Untuk mendeskripsikan transparansi penggunaan dana desa di Nagari Talaok
Kecamatan Bayang Pesisir Selatan.

2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dialami pemerintahan Nagari
Talaok dalam transparansi penggunaan anggaran dana desa di Nagari Talaok

Kecamatan Bayang Pesisir Selatan.
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F. Manfaat Penelitian
Sejalan dengan tujuan peneltian ini, maka penelitian ini bermanfaat untuk
antara lain :
1. Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya khasanah keilmuan di bidang
sistem pemerintahan daerah yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam
pengelolaan dan pelaporan keuangan bagi pemerintah seperti pemerintahan

Nagari/Desa, pemerintahan Kabupaten/Kota dan pemerintahan Provinsi.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dilakukan di Nagari Talaok

Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan tentang transparansi

penggunaaan dana desa di nagari Talaok, maka dapat ditarik kesimpulannya

yaitu sebagai berikut:

a.

Transparansi penggunaan dana desa tahun 2018 di Nagari Talaok
Kecamatan Bayang Pesisir Selatan dalam pengelolaan dana desa yang
diterapkan oleh pemerintah nagari Talaok sudah lebih baik dibandingkan
tahun 2017. Disamping itu dalam prosesnya sudah melibatkan masyarakat
mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dan
pengawasan namun tingkat partisipasi masyarakatnya masih rendah. Dalam
hal pelaporan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah nagari Talaok
sudah transparan melalui baliho, buku dan pelaporan di mesjid Muas bin
Jabal kampus STAL.

Kendala-kendala yang dialami pemerintahan Nagari Talaok dalam
transparansi penggunaan dana desa di Nagari Talaok Kecamatan Bayang
Pesisir Selatan adalah dalam musyawarah tingkat partisipasi masyarakat
masih rendah, aparatur nagari dalam menjalankan fungsinya berjalan

dengan baik tetapi kurang optimal karena Sumber Daya Manusia (SDM)
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yang belum siap dalam hal penggunaan teknologi, dan keterbatasan media

dalam pelaporan penggunaan dana desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti ingin menyampaikan

beberapa saran terkait dengan hasil yang diperoleh dari pengungkapan hasil

penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a.

Pemerintah Nagari Talaok sudah melakukan dan menjalankan faktor
transparansi dengan memasang baliho anggaran Alokasi Dana Desa di
depan kantor wali nagari Talaok dan saran peneliti agar di setiap
kampung / pos jaga juga di pasang baliho anggaran ADD sehingga
mampu meningkatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap
aparatur nagari.

Tetap mempertahankan faktor-faktor transparansi dalam mengelola dana
desa di nagari Talaok. Untuk masa akan datang diharapkan pemerintah
nagari Talaok memiliki web atau halaman facebook dan akun instagram
sendiri agar masyarakat lebih mudah memperoleh informasi tentang

perkembangan nagari Talaok.
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